GANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUS! TERMINAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHITN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbing : A babwa dalam upaya meningkatkan pelayanan yang optimal sesuai

dengan dan kemajuan | yang semakin
meningkat dan Retribusi Temiinal mesupakan jenis Retribusi Dasrah y=ng
menjadi Femgrintah Kabupaten Bireuen, maka

Qanun Kabupaten Bfeuen Nomor 3Y Tahun 2002 temtang Refitusi
Terminal pertu dilakuken pemubahan untuk ditakukan penyesualan farf
refibusinya;

&

Datwa uniuk maksud tersebut, perlu ditetagkan datam suaty Qanun.

Mengingat . Undang-Undang Momor 12 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Megam

Tahun 980 Nomer 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

2, Undang ....co.ocuncinns
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. Undang-Undang Nemer & Tahun 1581 teritang Hukum Acara Pidang -

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomar 76, Tembahan Lembaran Negam
Mamor 3209}

Undang-lindang Nomar 13 Tahun 1992 tentang Lt Lintas dan Angkutan
Jalan {l.embaran Megara Tahun 1892 Nornar 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 3480;

Undang-Undang Momor 44 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan
Kelstimewaan Propinsi Daerah Istimewa Acen (Lembaren Negara Tahn
1899 Nomor {72, Tembanan Lembaran Negara Nomor 3883);

Undang-Undang Momor 48 Tahun 1669 lentang Pemhentukan Kabugaten
Bireuen dan Kebupater Simeulue sebagaimana felsh diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000:

. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 fentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1397 tentang Pajsk Daerah dan Retibusi
Daerah {Lembaran Negara Tahur 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Wegara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Megara Tahun 2004 Nomor 59,
‘Tambatian Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Pasal ... 3R,
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan Dasrak
(Lembaran Negara Tafun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagzimana telah diubeh dengan Undarg-Undang Memor
& Tahun 2005 tentang Penietapan Peraturan Pameriniah Penggant
lindang-Undang Nomar 3 Tahun 2005 tentang Pensbahan Undang-
Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintshan Daersh mengadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4545);

w©

Undang-Undarg Normor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Oasrah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Noror 4438);

10 Undang-Undang Nemor 11 Tehun 2306 fentang Pemerintahan Acsh
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nemor 62, Tambahan Lembaran Negara
Namoe 4833y

1. Peraturan Pemedntah Memor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Megara Tahun 1983 Nomar 8, Tambanan Lembaran Msgam
Namar 3258);

12. Peraturan Pmeﬁﬁmh MNomor 22 Tahun 1980 tentang Penyerahan
Sebagian Unisan Pemerintahan Dalam Bidang Lak: Lintas dan Angkutan
Jalan Kepada Daerah Tingkat | dan Tingkat I (Lembaran Megara Tahun
1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor aat0):

13, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Tatun 1983 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Momar 3528,

14. Peraturan 585




14, Peraturan Pemarinish Nomor 25 Tahun 2000 fentang Kewenangan
Pemeriniah dan Kewenargan Prophsi Sebagal Daemsh Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 395%);

18. Peraturan Pemerintzh Nomor 65 Tahun 20071 tentang Refrbusi Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomar 118, Tambahan Lembaran Hegarz
MNomor 4139);

18. Paraturan Menteri Datam Negeri Nomor 4 Tahun 1837 tentang Pecyidic
Pegawiai Neger Sip?

+iingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Meniesi Dalam Nageri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman
Tata Neskah Dinas Diingkungan Pemarintah Kabupaten/Kotz;

18. Keputusan Menteri Dalam Meger Womor 43 Tehun 1980 tunfang
Pedoman Pangeloiaan Pemarkiran di Daerah;

19. Keputusan Mentari Peihubungan Nomor KM 85 Tahun 1983 tentang
Fasilitas Penduxung Kegiatan Laly Lintas dan Anghutan Jalan;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir Untuk Umum;

21, Keputusan Menteri Daiam Neged Nomor 174 Tshun 1937 feniang
Pedoman Tata Cara Pemunguian Retibusi Daerah;

22, Keputusan Menteri Dalam Negeri Momar 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retious| Dasrah;

23. Keputusan .. B2 ...



Menetapkan :
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23 Kepthusan Maei Datam Neffer Nomor 149 Tatun 1888 fentong Ruang
Lingkusa dan Jenis-jenis Refribusi zerah Tingket | dan Daerah Tingkat i

24 Kepuwsan Menteri Dalam Neged Momar 13057 Tehun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Keta.

25, Kepuiusan Msnied Dalam Neger Nomor 28 Tahun 2002 faniang
Padaman Pangurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Kevangan
Daereh serta Tala Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Relanja
Daersh, Pelaksenzan Tata Usahia Kevangon Dacsah dan Peryusunan
Perhitungan Anggaran Pandapatan dan Betanja Darah;

2. Qanun Kabupaten Breuen Momor 33 Tahun 2002 tentang Relribus|
Tesminal

Dengan Persetujuan Borsama

DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

dan
BUPATI BIREUEN
MEMUTUSKAN :
QANUN KABUPATEN HIREUEM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
QANUN KARUPATEN BIREUEN NCMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.
Pasall

Qaznun Kabupaten Biresen Nomor 39 Tahur 20072 tentang Retribusi Tanminal
{Lembaran Daerah Kabupaten Birsuen Tahun 2009 Nomer 44), diubah sehagai
berkut

Kelentuan Pasal 8 ayat (), diubah sehingge berbuny! sshagal berikut:



Pazal §

(B} Struktur dan besamya tari sebagaimana {iimaksud pada ayat 1), {2y dan 3
ditetapkan sebagai berikut

T —— ——
| i Jenis Kenderaan [ Ukuran p !
e J"L”“‘“l‘i_l__F__@__i‘!_ﬁﬂ__l

Penpefiaan Tempat Pariir Anghutan HotaPedasaz ‘
Kanderzan Bermotor | - Oplet dan Bis Keail |R¢. 1.000-
Feaumpsny dan ds. - 65 Sedang 1R a.500,
[~ Bis Bess (R 2000~
Pemakalan Tempat Usaha, Ruxo ! Toko |
= Bartingat Rp. 200,000~/ bk
- Bizsa [Rp. 10000~/ hulan
Kigs Les |
- Permangn Rp. 50000, /bulan
~ Tidak Parmanen Rp. 30000/ buksn
" Lokl Panjualan Karcs
I+ Tipo A Rp. 160.000,- butan
i i - Tipe B i Re. 100.000.-/ buian
|~ Tips € Rp 60,000 bulan
Pemakaizn Fasiltas Leinnya, Pelayanan / Pamahgian TelatWe | [
| - Buang A Kecit Re. B0D-forang ‘
- Buang Air Besar Rp. 1,000/ crang |
Rp. 2000 forang

I ]




Pasalil
Qanun Ini mulal beriaku padd tanggal pengundangannya.

Agar sefiap orang i i Qanun ini
dengan penempatznnya datam Lemharan Dasrah Kabupaten Bireusn,

Ditetaplan di Birewen

padatanggal 20 Amustue 2006 M
4 Sya'ten 1427 B

Diundangkan i Bireven

. 25 spustus 2006 M
pada tanggal e

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 16
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PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2006
TEATANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemarintah Nomar 66 Tehur 2001 tentang Retribusi
Daerah dan untuk mewajudkan otonomé yang luas dan beranggung jawab opada
Deerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya senciri
dan tarif Retrbust Terminal yang ditetapkan dengan Qanun.

]

Bahwa uniuk kelancaran penyelenggaraan pemerntahan dan pembangunan yang
berdaya guna dan berhasil guna, maka Qanun Kabupaten Biesien Nomor 3% Tahn
2002 tentang Retribusi Terminal, peru disesuaian dengan tarif ban.

o

. Bahwa untuk adanya kepasten hukum dalam pemunguten Retfousi Temmingl, perty
dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Teminal
guna ditetapkandisesuafkan dengan taif ban.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan (1 : Cukup ietas,
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